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Tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui Peranan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintahan Desa
Kecamatan Sumedang Selatan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan
referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis
yang berkaitan dengan judul penelitain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta
triangulasi (gabungan), teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah
dengan menggunakan purposive sampling, maka sampel dalam penelitian ini
adalah sebanyak 10 orang yaitu Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masayrakat (PPM) Kecamatan Sumedang Selatan, Kepala Desa, Ketua LPM, dan
Masyarakat dari Desa Citengah, Kepala Desa, Ketua LPM, dan Masyarakat dari
Desa Sukajaya, Kepala Desa, Ketua LPM, dan Masyarakat dari Desa Baginda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran LPM di setiap desanya sangat
berpengaruh bagi kelangsungan pembangunan baik fisik dan non fisik di setiap
desa guna untuk mamejukan pembangunan Kecamatan Sumedang Selatan. Selain
itu peran LPM sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan partisipatif
bisa dikatakan ada dan tiada. Hal ini dikarenakan anggota LPM yang ada di setiap
desa seperti acuh tak acuh dalam menjalankan tugasnya selain itu tidak adanya
pengakuan khusus dari masyarakat dan kurangnya eksistensi dari LPM ini
menyebabkan kurangnya perhatian yang ditunjukan oleh masyarakat.

Saran yang dapat diberikan adalah mensosialisasikan keberadaan LPM,
mengembangkan keahlina anggota LPM, meningkatkan komunikasi dari berbagai
pihak yang terlibat, serta menjalin koordinasi dengan masyarakat.

Kata Kunci : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
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The purpose of the research that researchers conducted was to find out the
Role of Community Empowerment Institutions as Government Partners of South
Sumedang Subdistrict. The benefit of this research is to provide positive and
constructive thought references for practical problem solving related to the title of
penelitain.

The method used in this study is qualitative research method. Data
collection techniques are conducted by literature studies and triangulation
(combined), the technique used in taking samples is to use purposive sampling,
then the sample in this study is as many as 10 people, namely Development and
Empowerment Of Community (PPM) South Sumedang Subdistrict, Village Head,
LPM Chairman, and Community from Citengah Village, Village Head, LPM
Chairman, and Community from Sukajaya Village, Village Head, LPM Chairman,
and Community from Baginda Village.

The results showed that the role of LPM in each village is very influential
for the continuity of development both physical and non-physical in each village
in order to mamejukan the development of South Sumedang Subdistrict. In
addition, the role of LPM as a partner of the village government in participatory
development can be said to exist and is missing. This is because [pm members in
each village are indifferent in carrying out their duties other than that there is no
special recognition from the community and the lack of existence of this LPM
leads to a lack of attention shown by the community.

The advice that can be given is to socialize the existence of LPM, develop
the keahlina of LPM members, improve communication from various parties
involved, and coordinate with the community.

Keywords: Community Empowerment Institute
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kecamatan Sumedang Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah.
Adapun salah satu bidang yang dimana berkaitan dengan pemberdyaan
masyarakat di Kecamatan Sumedang Selatan, yaitu Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang pemerdayaan masyarakat pada setiap Kecamatan pada dasarnya
bertujuan untuk mencakup penyusunan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
kesejahteraan sosial, ekonomi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum. Pada hirarkinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) menjadi program setiap desa guna meningkatkan kekompakan antar
masyarakat, meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah, menggerakan
swadaya gotong royong masyarakat, dan pengembangan potensi sumber daya
dalam pembangunan di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan atas dasar masih kurangnya aspirasi dan
keterlibatan proses pembangunan masyarakat yang bersifat partisipatif. Agar
aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan baik maka dibutuhkannya suatu
Lembaga Pemberdayaan Mayarakat (LPM) yang berfungsi sebagai wadah bagi

masyarakat serta mitra dari Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sumedang



Selatan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Lembaga Pemberdayan
Mayarakat (LPM) di setiap desanya memilki hak dan kewajiban hanya saja belum
adanya aturan yang mengatur tentang Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM),
akan tetapi dasar hukum yang memuat pada Lembaga Pemerdayaan Masyarakat
(LPM) berdasarkan pada Peratuan Mentri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Meskipun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah ada di
tengah-tengah masyarakat di setiap desa Kecamatan Sumedang Selatan, tetapi
masih terdapat kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah disusun oleh
pemerintah kepada setiap desa terkadang tidak sesuai dengan kepentingan
masyarakat terlebih kurangnya koordinasi dari pemerintahannya itu sendiri, serta
belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun program-program pembangunan yang seharusnya melibatkan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Sumedang Selatan,
sesuai dengan Permendagri Nomor 08 Tahun 2018 Pasal 04 Menjelaskan bahwa
tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diantaranya:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan,
mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara
partisipatif.

2. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan ikut serta dalam

perencaanaan dan pelaksanaan pembangunan.



3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerkan prakarsa, partisipatif
swadaya serta gotong royong masyarakat.

Pelibatan Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) yang bertujuan untuk
meningkatkan pembanguan masyarakat seperti:

1. Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat,

2. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RITULAHU),

3. Perbaikan jalan, Perbaikan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU),
4. Perbaikan lingkungan dan perumahan, serta kegiatan pembangunan lainnya.

Selanjutnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam
pembangunan masyarakat harus memiliki dampak yang besar bagi perubahan
masyarakat, karena sebagai mitra pemerintahan desa dan bertanggung jawab
penuh kepada kepala desa. Sebagai salah satu ujung tombak pembangunan,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak hanya formalitas saja tetapi
bisa dijadikan rujukan atau solusi dalam pembangunan di tingkat desa yang ada
pada lingkup Kecamatan Sumedang Selatan.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan
mandiri, masyarakat perlu didukung oleh perencanaan pembangunan yang
partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan perencanaan pembangunan
yang bertujuan melibatkan kepentingan masyarakat dalam prosesnya baik secara
langsung maupun tidak langsung guna memperbaiki mutu hidup manusia, baik
secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.

Secara umum, dibentuknya suatu Lembaga Pemerdayaan Masyarakat

(LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk



masyarakat, yang bertujuan untuk wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu
pada masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
sehingga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) akan memiliki peran dalam
pembangunan apabila masyarakat ikut berperan aktif untuk memajukan peranan
dari Lembaga Pemberdayaan Masyrakat (LPM) agar masyarakat mengalami
perkembangan dan perbaikan bagi kelangsungan hidup di Desa atau Kelurahan.

Kecamatan Sumedang Selatan mempunyai peran dalam pemberdayaan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang maju perlu adanya dukungan dari
peranan desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Sumedang Selatan. Menurut
Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, membuat kebijakan tentang desa
dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat
desa yang dituju bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi asli merupakan bentuk
kewenangan yang hanya dimiliki oleh Desa berdasarkan adat-istiadat yang hidup
dihormati di suatu Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 kategori desa yaitu: Desa
Cepat Berkembang, Desa Berkembang, dan Desa Kurang Berkembang. Adapun
data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan yang ada di

Kecamtan Sumedang Selatan, sebagai berikut:



Tabel 1.1
Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kecamatan Sumedang

Selatan

Kecamatan Desa LPM
Ciherang

Margamekar

Sukajaya
Sukagalih
Gunasari

Baginda

Cipancar
Sumedang Selatan Citengah

Margalaksana

[EE [ SREOY (V [U— - S— (G [— — [ —

Mekar rahayu
Kelurahan Kota Kulon
Kelurahan Pasangrahan Baru
Kelurahan Regol Wetan

Kelurahan Cipamengpeuk

Jumlah 10
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Berikut ini disampaikan tabel Akselerasi Status Tingkat Perkembangan
Desa dan Kelurahan Kecamatan Sumedang Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Akselerasi Status Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kecamatan

Sumedang Selatan

Kecamatan Desa Kelurahan Status Tingkat
Perkembangan
. Kurang
CaBiginda Berkembang
2. Kelurahan Regol Kurang
Wetan Berkembang
Sl;r;j:r?g 3. Kelurahan Kurang
Pasangrahan Baru Berkembang
4. Sukagalih Berkembang
5. Cipancar Berkembang
6. Sukajaya Berkembang




7. Margamekar Berkembang
8. Citengah Cepat Berkembang
9. Gunasari Cepat Berkembang
10. Ciherang Cepat Berkembang
11. Margalaksana Cepat Berkembang
12. Mekar Rahayu Cepat Berkembang
13. Kelurahan Kota
Kulon Cepat Berkembang
14. Kelurahan
t Berk
cif ML« Cepat Berkembang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa di setiap desa sudah terbentuk
Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) untuk membantu kegiatan
pembangunan Desa serta menampung aspirasi masyarakat untuk kemajuan Desa
dan Kecamatan Sumedang Selatan. Adapun peresntase perkembangan Desa dan
Kelurahan di Kecamatan Sumedang Selatan untuk mengukur perbandingan dan
seberapa besar Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang, Berkembang, dan Kurang

berkembang di Kecamatan Sumedang Selatan. Bisa dilihat pada gambar berikut:

PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DI
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

= Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang = Desa dan Kelurahan Berkembang

= Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang

&

Gambar 1.1 Peresentase Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kecamatan

Sumedang Selatan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020




Dari gambar di atas, menjelaskan bahwa jumlah Kelurahan atau Desa di
Kecamatan Sumedang Selatan berjumlah 10 Desa dan 4 Kelurahan. Dimana
masih terdapat Desa dan Kelurahan yang kurang berkembang, sehingga sedikitnya
berpengaruh kepada perkembangan kemajuan Kecamatan Sumedang Selatan.
Kurang berkembangnya beberapa Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sumedang
Selatan, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dimana warga desa atau masyarakat yang
diukur dari kualitas pendidikan, aparat pemerintah desa.

2.  Sumber Daya Alam (SDA) kebanyakan berada di sektor agraris, dan sumber
tanaman di desa dalam artian sumber tanaman tersebut berguna bagi
penduduk itu sendiri dan perdagangan untuk menambah perokonomian
masyarakatnya.

3. Lokasi desa, dalam artian letak desa juga menentukan kemajuan sebuah desa,
jika lokasinya berdekatan dengan daerah yang lebih manju, maka desa
tersebut akan lebih berkembang yang didukung oleh sarana transportasi yang
memadai, selain itu lokasi desa menentukan potensi yang dimiliki oleh desa.

Dengan begitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang
keterlibatan dalam hal pembangunan terlebih kesadaran dari masyarakat dan
aparat Desa tersebut untuk membangkitkan Desa dan Kelurahan yang kurang
berkembang menjadi lebih baik.

Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa indikasi masalah yang
berkaitan dengan pentingnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

bagi Kecamatan Sumedang Selatan, diantaranya sebagai berikut:



Kurang masksimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Hal ini terlihat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat LPM
di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang belum menjalankan
perannya sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai penggerak dalam
pembangunan. Misalnya dapat dilihat dalam penentuan jadwal rapat bersama
setiap kepala lingkungan yang tidak jelas maka untuk penyampaian aspirasi
masyarakat kurang efektif.

Kurang aktifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masyarakat,
hal ini terlihat dari pelaksanakan program-program pembangunan
memberdayakan masyarakat di desa tidak optimal. Hal ini di buktikan dengan
masih adanya Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa (LPMD) yang kurang
maju dalam melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat.

Kurangnya komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan
pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari sering terlambat pelaporan data dari
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ke Kecamatan. Sehingga
berpengaruh kepada pembangunan desa di Kecamatan Sumedang Selatan.
Rendahnya tingkat kemajuan LPM ditandai oleh kurang aktifnya warga
masyarakat dalam wadah organisasi tersebut baik dalam proses perencanaan
maupun pelaksanaan program-program pembangunan, oleh karena itu dengan
lemahnya peran LPM yang ada, mengakibatkan kurangnya peran Lembaga
Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan dalam melakukan kegiatan
pemberdayaan di masyarakat Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten

Sumedang.



Kondisi seperti ini akan semakin bertambah buruk bagi setiap desa dan
berdampak kepada kecamatan itu sendiri. Maka perlu adanya turun tangan
pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Lembaga
Pemberdayaan Mayarakat (LPM) kepada setiap desanya. Hal tersebut menjadi
latar belakang bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Peranan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintahan
Desa dalam Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Sumedang Selatan

Kabupaten Sumedang.”

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk membatasi
permasalahan yang diteliti, makan penulis memfokuskan permasalahan sebagai
berikut :

1. Bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Mayarakat (LPM) Sebagai
Mitra Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Partisipatif di Kecamatan
Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan Lembaga Pemberdayaan
Mayarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam Pembangunan
Partisipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?

3. Upaya apa saja untuk menangani hambatan peranan Lembaga Pemberdayaan
Mayarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahann Desa dalam Pembangunan

Partisipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?
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C. Tujuan Penelitian
Dari penjabaran fokus permasalahan di atas, maka Penelitian ini bertujuan
sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Lembaga Pemberdayaan
Mayarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam Pembangunan
Partisipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peranan Lembaga
Pemberdayaan Mayarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam
Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten
Sumedang.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja untuk menangani hambatan peranan
Lembaga Pemberdayaan Mayarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa
dalam Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten

Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan,
memperkaya teori dan literatur dalam pengembangan [lmu Administrasi Negara
Khusunya yang berkaitan dengan Peranan Lembaga Pemberdayaan Mayarakat
(LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Partisipatif.

2. Kegunaan Penelitan Secara Praktis
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Hasil dari penelitian ini menjadikan masukan sebagai bahan pemikiran
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan dapat menjadi masukan berharga bagi
semua pihak yang terlibat langsung dalam Peranan Lembaga Pemberdayaan
Mayarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam Pembangunan

Partisipatif di ~Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Negara
1. Hakikat Administrasi

Istilah ~ administrasi ~ secara etimologis berasal dari Bahasa latin,
administration yang dapat berarti pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan
pemerintahan, pengelolaan. Istilah ini berkembang menjadi administrazione di
Itali, administration di Prancis, Inggris dan Jerman. Sedangkan dalam bahasa
Belanda diartikan sama dengan besturen yang berarti fungsi pemerintah.

Menurut Akadun (2011: 18) pengertian adminsitrasi secara luas yakni:

Secara luas administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau

lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian. Bahkan administrasi juga

dapat diartikan sebagai pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya
untuk mencapai tujuan keorganisasian.

LAN RI (dalam Akadun, 2019: 37) merumusakan administrasi sebagai
“kegiatan kerja sama dalam upaya (organisasi dan manajemen) yang bersifat
sistematis, rasional dan manusiawi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk
mencapai tujuan bersama.” Selajutnya George Terry (dalam Anggara, 2018: 25)
menyatakan bahwa “Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan
pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang
melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan.”

Menurut Rahmat (2013: 25), mengemukakan bahawa:

Administrasi merupakan totalitas sistem yang terdiri atas subsistem dengan

berbagai atribut yang berkaitan, saling ketergantungan, saling
berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga keseluruhannya
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merupakan kebulatan yang utuh dan mempunyai peranan serta tujuan
tertentu. Suatu sistem merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar.

Selanjutnya menurut Siagian (dalam Silalahi, 2018: 9), memberikan
pengertian sebagai berikut: “Adminitrasi adalah keseluruhan dalam proses
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang terlibat dalam
suatu bentuk usaha kerjasama demi terciptanya tujuan yang ditentukan
sebelumnya”. Hal tersebut senada dengan pendapat Atmosudirjo (2009: 37) yang
mengemukkan bahwa “Istilah administrasi sering dipergunakan dalam arti sempit,
yakni sama dengan “Tata Usaha”, bahkan lebih menjadi sempit lagi dalam arti
pembukuan, pencatatan, surat menyurat, arsip, ekspedisi dan sebagainya®.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa administarasi
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang
direncanakan sebelumnya yang di dalamnya terdapat pembagian tugas yang jelas
untuk upaya menggerakan sumber daya manusia mencapai tujuan yang telah

ditentukan.

2. Unsur-unsur Administrasi
Ilmu adminitrasi terdiri dari beberapa unsur, yang dapat menggambarkan
bahwa administrasi adalah ilmu yang luas dan komplek. Anggara (2012: 29)
mengemukakan unsur-unsur administrasi, yaitu :
1. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
Manajemen, yaitu kegiatan menggerkan sekelompok orang dan
mengerahkan fasalitas kerja. Hubungan ini meliputi:

a. Perencanaan;
b. Pembuatan keputusan;



Pembimbingan;

Pengoordinasian;

Pengawasan (control);

Penyempurnaan dan perbalkan tata struktur dan atata kerja.
Komumkam yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran
diri seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja
sama.

Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai yang
diperlukan

Keuangan, yaitu pengolahan segi-segi pembiayaan dan
pertanggungjawaban keuangan.

Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan pemakaian
barang-barang keperluan kerja.

Tata Usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman
dan penyimpanan berbagai keterangan diperlukan.

Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan
dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerjasama.

R

Menurut Silalahi (2011: 31) menyatakan bahwa unsur-unsur adminitrasi

terdiri dari:
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Organisasi
Manajemen
Komunikasi
Kepegawaian
Keuangan

Perbekalan

Tata usaha

Hubungan Masyarakat

Sedangkan menurut Thoha (2011: 92), mengemukakan unsur adminitrasi

terdiri dari hal-hal berikut ini;

g -

Organisasi

Manejemen

Kepemimpianan

Pengambilan keputusan
Komunikasi dan hubngan manusia

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

ruang lingkup adminitrasi negara adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur

atau subsistem-subsistem yang salaing terkait. Di mana administrasi merupakan



proses pengaturan atau upaya yang dilakukan di dalam organisasi yang di

dalamnya terdiri dari beberapa orang yang melakukan kerja sama guna mencapai

tujuan yang sudah disepakati bersama.

3. Prinsip-prinsip Administrasi

Agar tujuan atau hasil dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka proses

administrasi mengenal beberapa prinsip. Fayol (dalam Silalahi, 2011: 159)

mengemukakan 14 (empat belas) prinsip administrasi atau manajemen. Dia

menamakannya General Principle Of Administration, yaitu:

1.

Division Of Work

Pembagian kerja berdasarkan spesialisasi menjadikan buruh kegiatan-
kegiatan buruh dapat diarahkan pada efisiensi. Bahwa pengkhususan
orang dalam bidang tertentu lebih efisien dalam melakukan
pekerjaannya.

Authority and responbility

Kekuasaan merupakan alat untuk melakukan perintah dan kekuatan
untuk dituruti secara tepat. Tetapi tiap anggota dan pimpipinan telah
ditentukan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga dalam
melaksanakan tugasnya tidak sewenang-wenang dan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.

Discipline

Disiplin benar-benar penting untuk menjalankan perusahaan dan tanpa
disiplin perusahaan tidak akan berhasil. Setiap anggota karenanya
harus menaati peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang
berlaku.

Unity of command

Kesatuan komando atau perintah menjadikan setiap pekerjaan
menerima pemerintah dari satu orang yaitu dari pimpinan.

Unity of direction

Kesatuan arah menunjukan satu intruksi dan satu rencana dari suatu
kelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang
akan dicapai dan cara bagaiamana mencapainya langsung dari
manajemen puncak.

Subordination of individual to general interest

Kepentingan individu harus ditempatkan dibawah kepentingan
organisasi secara umum. Kepentingan seorang pekerja atau kelompok
tidak di atas kepentingan organisasi. Dengan demikian kepentingan



10.

11.

12.

13.

14.

organisasi secara keseluruhan yang diutamakan atau diperhatikan,
bukan kepentingan pribadi.

Remuneration

Pemberian imbalan atau kompensasi bagi bawahan atau pimpinan
memerlukan keadilan sesuai dengan kompensasi pekerjaan yang
dilakukan, sehingga pegawai maupun perusahaan sama-sama puas.
Centralization

Sentralisasi sangat penting bagi organisasi dan merupakan
konsekuensi dalam berorganisasi. Sentralisasi dapat berarti
mengurangi wewenang bawahan dan untuk menambah weweng
bawahan perlu pendelegasian.

Scalar chain atau hierarchy

Mata raintai (Scalar chain) adalah hubungan dari tingkat kekuasaan
paling atas hingga paling bawah secara hirarki atau berjenjang.

Order

Keteraturan atau order dalam menepatkan individu-individu pada
tempat atau posisi yang sesuai akan lebih akrab dengan pekerjaannya.
Dalam hal ini tempat untuk setiap orang sesuai dengan tempatnya.
Equity

Persamaan (Equity) menunjukkan rasa keadilan dalam organisasi dan
juga manajer harus bertindak seimbang terhadap bawahannya.
Stability Of Tenure

Stabilitas jabatan atau pekerjaan (Stability Of Tenure) merupakan
stabilitas seseorang melakukan pekerjaan atau tugasnya. Diperlukan
waktu bagi pekerja untuk menyesuaikan pada pekerjaan mereka dan
mengerjakan pekerjaannya secara efektif. Di lain pihak, pimpinan
tidak boleh memperlakukan bawahan dengan semena-mena, seperti
pemecatan atau pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang kuat.
Initative

Inisiatif (/nitative) artinya, bawahan diberi kebebasan memikirkan dan
memberi pendapat tentang pekerjaannya, bahkan juga dalam menilai
hasil kerjanya. Pada setiap jenjang atau tingkat dalam organisasi,
semangat dan energi diperbesar dengan inisiatif.

Espirit De Corps

Prinsip Espirit De Corps (rasa kebanggaan korps) menekankan
perlunya “Time Work” dan hubungan antar individu serta semangat
kesatuan yang mendorong rasa bersatu dalam organisasi.

Simon (dalam Silalahi, 2011: 161) mengemukakan prinsip-prinsip umum

mengenai administrasi sebagai berikut :

1.

2.

Efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesialisasi tugas
dikalangan kelompok.

Efisiensi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok
dalam suatu hirarki wewenang yang pasti.



3. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak
pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga
jumlahnya menjadi kecil.

4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan
pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan a) tujuan,
b) proses, ¢) langganan dan d) tempat.

Menurut Silalahi (2011: 158), menyatakan bahwa “Prinsip adalah suatu
pernyataan atau suatu kebenaran pokok yang memberikan petunjuk kepada
pemikiran atau tindakan yang akan diambil”. Prinsip merupakan dasar atau
landasan untuk bertindak.

Berdasarkan prinsip-prinsip administrasi di atas, maka prinsip-prinsip
administrasi sering disebut dengan azas-azas administrasi. Prinsip atau azas
merupakan dasar, pondasi, atau suatu kebenaran yang menjadi pokok atau
tumpauan berpikir. Jadi, secara singkat penulis menyimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan prinsip-prinsip atau azas-azas administrasi adalah pokok dasar

atau pondasi yang menjadi pangkal tolal dalam menggerakan suatu organisasi.

4. Administrasi Negara
a. Hakikat Administrasi Negara

Menurut Edward H. Litchfieled (dalam Anggara, 2018: 74)
mengemukakan bahwa, Administrasi adalah suatu studi mengenai cara
bermacam-macam badan pemerintah diorganisasikan, diperlengkapi dengan
tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakan, dan dipimpin.

Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus (dalam Anggara, 2018:

73) mengemukakan bahwa :



Implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh
badan-badan perwakilan politik;

Koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan
sehari-hari pemerintah;

Proses yang bersangkutan dengan pelaksanan kebijaksanaan
pemerintah, pengarahan, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak
terhingga jumlahnya, yang memberikan arah dan maksud terhadap
usaha sejumlah orang.

Sedangkan Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie, 2014: 31), memberikan

pengertian bahwa:

1.

2.

Administrasi  Negara meliputu  implementasi =~ kebijaksanaan
pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perakilan politik;
Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-
usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan
pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari
pemerintah;

Secara ringkas, Adminsitrasi Negara adalah suatu proses yang
berhubungan dengan pelaksanan kebijaksanaan-kebijaksanaan
pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak
terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha
sejumlah orang.

Berdasarkan  pendapat  tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

adminitrasi negara adalah suatu proses penyelenggaraan yang dilakukan melalui

kerjasama adalah aparatur pemerintah suatu negara dalam mencapai tujuan

pemerintah (Negara) guna menyelenggarakan kepentingan umum. Dalam

aktualisasi administrasi publik indonesia, seringkali istilah publik yang dapat

diartikan ke dalam pemerintahan, dalam hl ini nampak keterkaitan antara peran

pemerintahan dalam melaksanakan peran pelayanan publik.

b. Fungsi Administrasi Negara

Dalam fungsi kegiatannya, Fayol (dalam Winardi, 2016: 4) memisahkan

fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu:



Melaksanakan pengorganisasian
Melaksanakan pengawasan

1. Merencanakan
2. Mengorganisasi
3. Memimpin

4.

5.

Pendapat lain dikemukankan oleh Lewaysky (dalam Silalahi, 2016: 98)
mengemukan bahwa : “Administrasi kadang-kadang merujuk pada kata-kata
khusus baik sebagai manajemen atau organisasi, sehingga sering diterjemahkan
menjadi manajemen atau organisasi, sehingga sering diterjemahkan menjadi
manajemen administrative atau organisasi adminitratif”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan
administrasi atau manajemen meliputi fungsi-fungsi adminitrasi yang harus
dilaksanakan dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, melaksanakan pengorganisasian serta

pengawasan .

¢.  Ciri-ciri Administrasi Negara
Ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha (dalam Revida, 2020: 4-5)
adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih
urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-
organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut
kepentingan semua masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani
oleh organisasi lainnya, maka tidak akan jalan.

2. Pelayanan yang sering diberikan oleh adminsitrasi negara pada
umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.

3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adminitrasi negara
dan administrarornya Irelativel berdasarkan undang-undang dan
peraturan. Hal ini memberikan warna legislasi dari adminitrasi negara
tersebut.



4. Administrasi negara dalam meberikan pelayanan tidak dikendalikan
oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh
rasa pengabdian kepada masyarakat umum.

5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat
tergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Menurut Caiden (Revida dkk, 2020: 4) menyatakan ada 7 (tujuh) hal yang
menjadi ciri administrasi publik:

Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari.

Administrasi negara mengharapkan kepatuhuan.

Administrasi negara mempunyai prioritas.

Administrasi negara mempunyai kekecualian.

Manajemen puncak administrasi negara adalah politik.
Penampilan administrasi negara sulit diukur.

Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara.
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Berdasarkan ciri-ciri administrasi negara di atas dapat disimpulkan bahwa
adminitrasi negara berorientasi pada pemberian pelayanan pemerintah atau
organisasi privat yang dianggap penting dan berbeda dari pelayanan yang
diberikan organisasi swasta, serta pelayanan yang diberikan bersifat monopoli dan
semi monopoli. Selain dari pada itu pelayanan yang diberikan oleh administrator
pun harus memiliki landasan hukum berupa undang-undang ataupun peraturan
serta pelayanan-pelayanan yang diberikan berorientasi pada kepentingan umum

atau rakyat.

5. Ruang Lingkup Adminitrasi Negara
Dari rumusan adminitrasi negara di atas, dapat dirumuskan ruang lingkup
yang merupakan bidang perhatian administrasi negara. LAN RI (2013: 10)

mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam kehadiran



sebagai disiplin dan sebagai sistem lingkup perhatian administrasi tersebut

meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

1.

Tata nilai yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari
sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai
lateral, dan institusional yang berkembang dalam kehidupan negara
bangsa termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup
yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.
Organisasi pemerintahan negara, yang meliputi tataan organisasi
aparatur pemerintah negara yang berada di wilayah pemerintahan
negra dan sering disebut birokrasi pemerintahan, terdiri dari organisasi
lembaga eksklusif (pemerintah), legislative (Badan Perwakilan
Rakyat), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang
diperlukan serta saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan
negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga
tersebut.

Manajemen pemerintahan negara, meliputi kegiatan pengelolaan
pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam
berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan.

Sumber daya aparatur negara, sumber daya manusia sebagai unsur
dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah negara,
pengelolaan dan pembiayaan mendapatkan perhatian dan keseluruhan
aspek dan dimensinya.

Sistem dan proses kebijakan negara, sebagai sistem penyelenggaraan
kebijakan negara peran administrasi negara dalam pengelolaan
kebijakan pemerintahan negara.

Posisi, kondidi dan peran masyarakat dalam bernegara. Negara eksis
pada suatu wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa
yang hidup pada wilayah tersebut.

Hukum administrasi negara. Hal ini meliputi dimensi hokum bertalian
dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara,
termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga
pemerintahan negara, saling berhubungannya satu sama lain, dan
karya masing-masing lembaga serta tata cara menghasilkannya,
dimaksudkan agar kelembagaan negara tersususn dan terselenggara
secara efisien, proporsional, efektif, tertib, dan legitmate.

Secara sistematik, berbagai pokok pengamatan dalam disiplin dan sistem

administrasi negara tersebut dikelompokan atas unsur-unsur yang melekat pada

suatu sistem, yaitu tata nilai (=a), struktur (=b,d,f) dan proses (=c,e) kebijakan.



Sedangkan menurut Henry (dalam Pasolong, 2019: 22) memberikan rujukan

tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang

dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

1.

2.

Organisasi Publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model
organisasi dan perilaku birokrasi.

Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu
manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan
manajemen sumberdaya manusia.

Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik
dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan
etika birokrasi.

Menurut Keban (2008: 14) menyatakan bahwa, ada enam dimensi

strategis administrasi publik, sebagai berikut:

1.

Dimensi Kebijakan

Menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan
dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. proses
tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia
yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.

Dimensi struktur organisasi

Berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan
unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk
mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan ntanggung
jawabnya.

Dimensi Manajemen

Menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah
dirancang dapat diimplementasikan (digerakan, diorganisisr, dan
dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip
manajemen. Ini dapat dianalogikan dengan sistem jantung dan urat
nadi yang menyalurkan darah keseluruh tubuh termasuk ke organ-
organnya agar dapat bergerak dengan berfungsi.

Dimensi Etika

Memberikan tuntunan moral terhadap administrator tentang apa yang
salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang buruk. Ini
diibaratkan dengan sistem sensor pada tubuh seperti perasaan, intuisi,
dan suara hati nurani yang sering memberi teguran atau
mengendalikan diri manusia.

Dimensi Lingkungan

Suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang
ada yaitu dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan, dan
tanggungjawab moral. Hal ini diibaratkan dengan suhu atau iklim



serta karakteristik lokasi dimana tubuh manusia bertumbuh dan
berkembang.
6. Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa
yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan
yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang
menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat
dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal
pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara
transparan kepada masyarakat dan mengukur perinsip-prinsip
pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan
kesamaan hak dihadapan hukum telah diimplementasikan dalam
rangka pemenuhan hak-hak publik.

Penjelasan dari enam dimensi strategis administrasi publik menurut Keban

(2008: 14) dapat digambarkan sebagai berikut:

Dimensi Dimensi Dimensi Dimensi
Lingkungan Kebijakan Manajemen Kinerja

T

Gambar 2.1 Saling Hubungan Antar Dimensi Strategis Administrasi Publik
Sumber : Kaban (2008: 14)

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kajian
administrasi negara meliputi kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan
publik bukan hanya mempelajari tentang administrasi negara saja, tetapi juga
mempelajari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi
negara, yakni organisasi adalah administrasi dalam arti struktur sedangkan

manajemen adalah administrasi dalam arti fungsi.



6. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu barkaitan dengan
peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintahan
desa dalam pembangunan partisipatif, yang merupakan kajian wilayah dari
administrasi. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di
Kecamatan Sumedang Selatan pada setiap desanya diharapkan dapat
meningkatkan pembangunan masyarakat dan juga pembangunan desa sehingga
berdapak pada perkembangan suatu pembangunan di Kecamatan Sumedang
Selatan melalui program-program yang sesuai dengan potensi desa sehingga
menyesuaikan dalam sistem dan proses administrasi, dalam organisasi dan
manajemen pemerintahan Negara.

Administrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan
tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan mencapai tujuan
negara. Untuk mencapai tujuan administrasi negara perlu adanya strategi
organisasi. Menurut Keban (2008: 14) menyatakan bahwa, ada enam dimensi
strategis administrasi publik yaitu (1) dimensi kebijakan, (2) dimensi struktur
organisasi, (3) dimensi manajemen, (4) dimensi etika, (5) dimensi lingkungan, (6)
dimensi akuntabilitas kerja. Terkait dengan dimensi strategi yang dikemukakan
oleh Keban (2008: 14) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) termasuk
dalam dimensi struktur organisasi yaitu berkenaan dengan pengaturan struktur
yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas anatar unit (lembaga-lembaga
publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung

jawabnya. Hal ini sejalan dengan pendapat administrasi yang membahas



mengenai organisasi desa yaitu LPM dimana LPM merupakan organisasi non-
profit tetapi bukan merupakan organisasi publik atau pemerintah melainkan
organisasi sosial kemasyarakatan.

Dari uraian-uraian di atas dapat kita ketahui bahwa Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran sebagai mitra pemerintahan
desa dalam pembangunan partsipatif di dalamnya yang merupakan bagian dari
organisasi sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain dalam peranan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam
pembangunan partsipatif ~terkandung kewajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama di bidang administrasi

keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

B. Organisasi
1. Hakikat Organisasi

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keterbatasan dalam kemampuan,
baik dari segi fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian. Sedangkan kebutuhannya
tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan, mengingat terbatasnya
kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia untuk membagi
pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, maka terbentuklah kerjasama dan
keterkaitan formal dalam suatu organisasi.

Organisasi berasal dari Bahasa Yunani “organon” yang berarti alat.
Adapun menurut para ahli, organisasi diartikan menurut Siagian (2014: 6) yaitu:

Setiap persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta
secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah



ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang atau beberapa orang
yang disebut atasan atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
Selanjutnya Hasibuan (2017: 5) memberikan pendapatnya bahwa:

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang
bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Dessler (2014: 116) mengemukakan pendapatnya tentang
pengertian organisasi bahwa :

Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu
kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah tersusun secara
sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi
tersebut masing-masing personal yang terlibat di dalamnya diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab, yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan
organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara
musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-
sama.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek
seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan
eksistensi sekelompok orang tersebut. Terhadap masyarakat organisasi yang
dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaanya oleh masyarakat
di sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya
manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka
pengangguran.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah kesatuan susunan
yang di dalamnya terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang

sama, di mana kegiatan-kegiatannya telah tersusun secara sistematis untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

2. Tujuan Organisasi



Organisasi sebagai aspek status karena organisasi merupakan wadah yang
bearti suatu tempat orang-orang yang bekerjasama. Sedangkan, organisasi sebagai
dinamis merupakan suatu proses pembagian pekerjaan, sehingga dapat
merealisasikan tujuan bersama secara efektif dan efisien. Tujuan substansif
merupakan tujuan pokok organisasi yang menjadi sebab utama dibentuknya suatu
organisasi. Oleh sebab itu, kegiatan organisasi diarahkan pada 2 dimensi fungsi
menurut Silalahi (2007: 128) sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien;

Keefektifan adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik
secara emsplisit mauput implisit. Efisiensi adalah berhubungan
dengan rasio output dan input atau keuntungan dan biaya.

2. Tercapainya kepuasan dari anggota organisasi;

Setiap orang atau anggota organisasi yang bekerja atau terlibat dalam
aktivitas organisasi harus diberikan kepuasan, sehingga mereka
merasa sebagai anggota organisasi, dan hal ini akan mendorong orang
tersebut untuk bekerja dalam kondisi dan motivasi yang produktif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa tujuan organisasi

merupakan arah atau sesuatu yang ingin dicapai atau dipengaruhi yang menjadi

sebab dilaksanakannya suatu kegiatan.

3. Prinsip-prinsip Organisasi

Menurut Wursanto (2016: 219-220) menyatakan bahwa suatu organisasi
dapat dikatakan sebagai organisasi yang baik apabila organisasi itu memiliki
prinsip-prinsip berikut:

Perumusan Tujuan Dengan Jelas
Prinsip Kesatuan Pemerintah
Prinsip Keseimbangan

Prinsip Pendistribusikan Pekerjaan
Prinsip rentangan Pengawasan
Prinsip Pelimpahan Wewenang
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7. Prinsip Departementalisasi

8.

Prinsip Penempatan Orang Yang Tepat

9. Prinsip Koordinasi
10. Prinsip Balas Jasa Yang Memuaskan

Sedangkan menurut Siagian (2014: 54) adalah suatu organisasi yang

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1.

Terdapat tujuan yang jelas. Tanpa adanya tujuan yang jelas, organisasi
dapat diumpamakan dengan sebuah kapal yang tidak mempunyai
pelabuhan yang akan ditujunya.

Tujuan organisasi harus dapat dipahami oleh setiap orang di dalam

organisasi. Apabila setiap orang di dalam organisasi mengetahui

tujuan apa saja yang hendak dicapai organisasi ada beberapa hal yang
dapat mereka laksanakan yaitu:

a. Mereka mengetahui apa saja yang diharapkan oleh organisasi dari
masing-masing.

b. Mereka dapat memahami apa saja yang dapat mereka harapkan
dari organisasi.

c. Mereka dapat menilai apakah tujuan organisasi itu sinkron dengan
tujuan mereka pribadi.

d. Jika belum sinkron, mereka dapat memutuskan apakah berusaha
untuk mensinkronkan atau tidak,ataukah akan meninggalkan
organisasi tersebut.

Tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap orang dalam
organisasi. Jika para anggota organisasi menilai tujuan yang hendak
dicapai itu merupakan tujuan yang layak untuk dicapai, melalui mana
tujuan mereka pribadipun akan tercapai pula, maka mereka akan lebih
mudah untuk digerakkan memberikan pengorbanan-pengorbanan
tertentu, baik dalam arti waktu, tenaga, keahlian dan kemampuan yang
maksimal.

Adanya kesatuan arah (unity of direction). Artinya bahwa semua

kegiatan, semua sumber, semua pemikiran, keahlian, waktu, dan

kemampuan ditujukan hanya kepada satu arah, yaitu pencapaian
tujuan dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin.

Adanya kesatuan perinth (unity of command). Hakiki dari pada prinsip

ini adalah setiap orang bawahan hanya mempunyai seorang atasan

langsung  kepada  siapa ia ~ memberikan laporan = dan
pertanggungjawaban dan dari siapa ia menerima perintah, instruksi,
bimbingan, dan pedoman kerja.

Adanya keseimbangan  antara wewenang dan tanggungjawab

seseorang. Prinsip ini sangat penting karena wewenang yang sangat

besar dari tanggung jawab sering memudahkan penyalahgunaan
wewenang tersebut yang akibatnya akan merugikan organisasi.



7. Adanya pembagian tugas (distribution of workarti). Organisasi dalam
arti filosofis adalah manifestasi kemampuan manusia untuk bekerja
secara kooperatif. Karenanya tugas-tugas yang terdapat di dalam
organisasi harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan
bakat orang-orang di dalam organisasi.

8. Struktur organisasi harus disusun secara sederhana dan kaya fungsi,
sederhana disini mungkin berarti sesuai dengan kebutuhan dan
koordinasi, pengawasan,dan pengendalian.

9. Pola dasar organisasi harus relative permanen. Meskipun struktur
organisasi dapat dan memang harus dirubah-rubah sesuai dengan
tuntutan perkembangan, kemajuan, kemunduran, sifat tugas yang lain,
karena tujuan terpaksa dirubah atau oleh faktor-faktor lain, flexibilitas
dalam penyesuaian itu harus jangan bersifat prinsipil.

10. Adanya jaminan jabatan (security of tenure). Hal ini berarti bahwa
kelompok pimpinan tidak boleh memperlakukan bawahannya dengan
semena-mena misalnya dalam bentuk pemecatan tanpa alasan yang
kuat.

Tujuan merupakan suatu yang harus ada dan dimiliki oleh setiap manusia,
baik itu tujuan hidup, tujuan bekerja dan tujuan-tujuan lainnya. Sama halnya
dengan organisasi yang dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai,

karena tidak mungkin terbentuk suatu organisasi tanpa adanya tujuan.

C. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra
Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Partisipatif

1. Peranan
a. Hakikat Peranan

Pembahas masalah peranan, maka yang telah diketahui adalah kemampuan
sesorang atau lembaga dalam memberikan fungsinya secara maksimal kepada
suatu obyek yang menjadi sasaran. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat banyak
pengertian peranan, baik oleh para ahli maupun dari berbagai literatur yang

dikutip.



Peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang
menjadi bagian yang memegang pimpinan. Pengertian tersebut dapat diperluas
pemaknaannya bahwa peranan adalah suatu penampilan atas tingkas laku tertentu
dari seseorang yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan

tugas untuk tujuan tertentu.

Menurut Soekanto (2014: 212) menyatakan bahwa:

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Yaitu seseorang yang

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peranan mencakup paling

sedikit tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting

bagi struktur sosial.

Menurut Koentjaningrat (2011: 172) menyatakan bahwa peranan adalah
khas yang dipentaskan yaitu tindakan oleh individu dalam kedudukannya dimana
ia berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukannya. Adapun menurut
Soekanto (2014: 113) yang mengartikan peranan sebagai kelakuan yang
diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan
dengan status kehidupan sosial tertentu.

Menurut Sunyoto Usman (2004: 9) peran pemberdayan masyarakat adalah
memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan
keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan.

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah

teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari

padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan



adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu

seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor

lainnya sebagai “tak menyimpang™ dari sistem harapan yang ada dalam

masyarakat.

b. Jenis-Jenis Peranan

Menurut Mintzberg (dalam Thoha, 2012: 21) mengemukakan bahwa ada

jenis tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1.

Peran antar pribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi,
atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai
penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancer.
Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan
perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini
dijelaskan sebagai berikut:

a.

Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan yang
dilakukan mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap
kesempatan dan personalan yang timbul secara formal.

Peranan sebagai pimpinan (Leader), dalam peranan ini atasan
bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan
interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-
fungsi  pokoknya diantaranya = pemimpin,  memotifasi,
mengembangkan, dan mengendalikan.

Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini
atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman
sejawat, staf, dan orang-orang yang berada di luar organisasinya,
untuk mendapatkan informasi.

Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (/nformational Role),
peranan interpersonal di atas meletakkan atasan pada posisi yang unik
dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal di atas
Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan
informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:



Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengindentifikasikan

seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi.

Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat

dikelompokkan atas lima kategori berikut:

1) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan
pelaksanaan pekerja didalam organisasi, dan semua peristiwa
yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan
tersebut.

2) Peristiwa-peristiwa di luar organisasi (external events),
informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi,
misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan
pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua
informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi,
politikm dan teknoligi, yang semuanya itu amat bermanfaat
bagi organisasi.

3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan
mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam
sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.

4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu
sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas
kecenderungan-kecenderungan ~ yang ~ tumbuh  dalam
masyarakat, dan memperlajari tentang ide-ide atau buah
pikiran yang baru.

5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi
yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak
tertentu.

Sebagai desiminator, peranan ini melibatkan atasan untuk

mengenai proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam

organisasi yang dipimpin

Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dinamakan manajer

untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasi.

Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini
atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam
organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa
pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara
penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.
Keterlibatan ini disebabkan karena:

a.

Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan
terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau
yang baru dalam organisasinya.

Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas
keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang
terbaru dan nilai-nilai organisasi.

Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil
secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan
kontrol atas semuanya.



Adapun jenis peranan menurut Soekanto (2014: 242) peranan dibagi

menjadi 3 yaitu:

1.

Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok,
sperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya

Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat
berguna bagi kelompok itu sendiri.

Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok menahan diri agar
memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok
sehingga berjalan dengan baik

Selain itu, menurut Bruce J. Cohen (2018: 25) peranan atau role juga

memiliki beberapa jenis, yaitu:

1.

2.

Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul
dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan

Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang
diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut
harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan
secara emosional

Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kagagalan seseorang dalam
menjalankan peranan tertentu.

Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya
kita contoh, tiru, diikuti.

Rangkaian atau lingkup peranan (Role Sef) adalah hubungan
seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan
perannya.

Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila
seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan
peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidak serasiaan yang
bertentangan satu sama lain.



Dapat disimpulkan dari jenis-jenis peranan di atas bahwa peran atasan

harus bertindak sebagai tokoh serta harus telibat dalam proses pembuatan strategi

di dalam organisasi tersebut agar organisasi berjalan dengan sesaui rencana.

C.

Dimensi Peranan

Untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan Sumedang Selatan, ada beberapa faktor yang di uraikan

menurut Sunyoto Usman (2004: 19) pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu

peranan lembaga perberdayaan masyarakat sebagai fasilator, mediator, motivator,

dan dinamisator bagi pembangunan. Untuk mengetahui beberapa faktor yang

menjadi pembahasan sebagai berikut:

1.

g,

L.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilator
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator
Uraian lebih jelasnya, dapat di lihat pada uraian berikut:

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilator
Pemberdayaan = sebagai  proses = mengembangkan, = memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan
bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor
kehidupan. Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan
pembangunan dan kemasyrakatan serta memfokuskan pada mendampingi
masyarakat di dalam melakukan rencana-rencana pembangunan.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas
mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah
ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan
rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen
masyarakat.



3. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator
Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan
maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator
pemberdayaan masyarakat. motivator ini bisa para tokoh yang ada di
masyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa, atau
kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. Banyak hal yang
harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan
memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan menajak,
memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilator,
sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.
4. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM harus
jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di
masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah
masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih
berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing
wilayah ia berdomisisli. Pemeberian layanan publik (kesehatan, pendidikan,
perumahan, transportasi, dan seterusnya) kepada masyarakat tertentu
merupakan tugas.

Dapat disimpulkan bahwasanya peranan pemberdayaan masyarakat adalah

memapukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan
keterbelakangan/kesenjanagan/ketidakberdayaan. Adanya LPM sebagai fasilator,
mediator, motivator, dinamisator merupakan wadah untuk memajukan

perkembangan pembangunan di suatu desa atau kelurahan.

d. Faktor-Faktor Pengahambat Peranan
Untuk mengetahui resiko apabila semua rencana tidak dapat terealisaikan
dengan baik karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses
perencanaan tersebut. Dilihat dari perspektif Sunyoto Usman (2004: 19) faktor-
faktor yang dapat menghambat peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) dapat dilihat dari empat hal berikut:
1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilator

2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator



3. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator
4. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menjelaskan sebagai berikut:
1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilator

Berdasarkan observasi awal yang peneliti telah lakukan di Kecamatan
Sumedang Selatan, bahwasanya masih terdapat desa yang kurang berkembang
untuk memajukan pembangunan di desa Kecamatan Sumedang Selatan. Dengan
adanya fungsi ini peneliti menemukan indikasi masalah yang menjadi hambatan
bagi kemajuan pembangunan di Kecamatan Sumedang Selatan. Diantaranya
kurangnya fasilitas dalam kegiatan pembangunan untuk mendampingi masyarakat
di dalam melakukan rencana-rencana pembangunan, serta kurangnya
pendampingan kepada masyarakat.
2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator

Berdasarkan observasi awal yang peneliti telah lakukan di Kecamatan
Sumedang Selatan, bahwasanya masih terdapat desa yang kurang berkembang
untuk memajukan pembangunan di desa Kecamatan Sumedang Selatan. Dengan
adanya fungsi ini peneliti menemukan indikasi masalah yang menjadi hambatan
bagi kemajuan pembangunan di Kecamatan Sumedang Selatan. Diantaranya
kurang mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan baik dari
Kecamatan kepada desa maupun dari aparatur desa kepada masyarakat melalui
ketua LPM sehingga menghambat pelaksanan pembangunan di desa.

3. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator



Berdasarkan observasi awal yang peneliti telah lakukan di Kecamatan
Sumedang Selatan, bahwasanya masih terdapat desa yang kurang berkembang
untuk memajukan pembangunan di desa Kecamatan Sumedang Selatan. Dengan
adanya fungsi ini peneliti menemukan indikasi masalah yang menjadi hambatan
bagi kemajuan pembangunan di Kecamatan Sumedang Selatan. Motivator ini
dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya
adalah ~ bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan
masyarakat. Maka peran LPM masih kurang memotivasi atau ajakan kepada
masyarakat terkait pembangunan, masih kurangnya pemahaman dan persiapan di
lapangan dalam menjalankan pembangunan di desa sehingga menghambat dalam
pelaksanaan pembangunan baik yang akan dibangun maupun yang sudah di
bangun, sehingga peran motivator sangan penting dan strategis.

4. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator

Berdasarkan observasi awal yang peneliti telah lakukan di Kecamatan
Sumedang Selatan, bahwasanya masih terdapat desa yang kurang berkembang
untuk memajukan pembangunan di desa Kecamatan Sumedang Selatan. Dengan
adanya fungsi ini peneliti menemukan indikasi masalah yang menjadi hambatan
bagi kemajuan pembangunan di Kecamatan Sumedang Selatan. Diantaranya baik
aparatur pemerintah maupun desa masih kurang dalam pemantauan program yang
akan atau telah di laksanakan, belum optimalnya pemberian layanan publik

kepada masyarakat.

e. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Peranan



Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut di atas, maka upaya untuk
mengatasi peranan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada teori Sunyoto
Usman (2004: 19). Untuk mengetahui beberapa faktor upaya dalam mengatasi
hambatan sebagai berikut:

1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilator
2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator
3. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator
4. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menjelaskan sebagai berikut:
1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilator
Maksud dari fungsi ini adalah upaya pemerintah maupun aparat desa
dalam mengembangkan pembangunan desa dengan mendampingi masyarakat
serta merencanakan program pembangunan dengan memfasilitasi kegiatan
pembangunan dan kemasyrakatan serta memfokuskan pada mendampingi
masyarakat di dalam melakukan rencana-rencana pembangunan.
2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator
Upaya untuk mengatasi hambatan peran pembangunan masyarakat yaitu
dengan mensosialisasikan rencana-rencana kegiatan pembanguanan serta ikut
berpatisipasi dan terjun langsung di lapangan dan mengikuti kegiatan
pembangunan untuk memajukan kegiatan pembangunan di desa dengan potensi
yang sudah ada. Serta upaya LPM sebagai mediator yaitu mampu menengahi
masyarakat dengan aparat desa.

3. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator



Peran LPM sebagai motivator ini bertujuan untuk memotivasi
masyarakat dan menjembatani atau menampung aspirasi masyarakat, terlebih
dalam hal pembangunan untuk kemajuan desa, serta LPM dapat menjadi motivasi
atau sambung tangan dari aspirasi masyarakat kepada aparatur pemerintah.
Dengan adanya fungsi ini peran LPM di desa akan berperan dengan baik dan
pembangunan di desa akan berkembang.

4. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator

Upaya dalam mengatasi hambatan dengan fungsi peran ini bertujuan
untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sehingga LPM
harus jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di
masyarakat yang selalu dinamis, dan menempatkan dirinya di tengah-tengah
masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih
berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia

berdomisili serta memberikan layanan publik kepada masyarakat.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
a. Hakikat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM adalah wadah
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan
pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Keppres No. 49 Tahun 2001
menyatakan bahwa, LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang

berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.



Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah desa dan
pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM
baik di desa maupun di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri
sendiri. Hubungan kerja LPM dengan lembaga lainnya, yaitu:

1. LPM bersama Lurah/ kelurahan dalam menyusun rencana dan melaksanakan
pembangunan. Lurah/ kelurahan besama LPM dalam menggerakan serta
meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan
pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat,

2. LPM dan BPD mempunyai hubungan tidak langsung, dimana rencana
pembangunan hasil musyawarah LPM diajukan kepada BPD oleh Lurah
untuk mendapatkan permufakatan,

3. LPM mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan
oleh Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) untuk dimusyawarahkan
dalam rapat LPM, sedangkan dalam pelaksanaannya LPM bersama RT/RW
menggerakaan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001, misi utama
pembentukkan LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat desa di bidang pembangunan. Keberadaan organisasi LPM
akan dirasakan oleh masyarakat apabila, pengurus LPM dapat melaksanakan tugas

pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan



masyarakat. Adapun yang menjadi tugas pokok LPM adalah (1) menyusun
rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakan swadaya gotong-royong
masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Untuk dapat
melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokonya, tidak terlepas dari faktor-faktor
yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal yang terdapat dalam organisasi LPM
sendiri maupun faktor eksternal yang terdapat di luar organisasi LPM. Faktor
internal yang diduga mempengaruhi kinerja LPM terdiri dari pendidikan,
keterampilan, motivasi dan persepsi pengururus LPM sendiri. Sedangkan faktor
eksternalnya adalah penenmaan masyarakat terhadap lembaga LPM.

Penerimaan masyarakat yang dimaksudkan adalah sejauhmana masyarakat
memanfaatkan keberadaan lembaga ini. Faktor-faktor tersebut merupakan
sebagian banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan pengurus LPM
dalam meiaksanakan perannya. dalam kajian ini diteliti faktor-faktor yang telah
diuraikan tersebut. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mempengaruhi
kinerja LPM tersebut, diperlukan suatu program untuk meningkatkan kinerja
LPM yang disusun secara partisipatif oleh stakeholder di tingkat desa, kecamatan
maupun Kabupaten/Kota. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian
ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk di Kecamatan
Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dalam menjalankan tugas, dan
fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, serta hasil maupun
manfaat yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kecamatan

Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.



b. Makna Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan pada hakekatnya
memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat kelurahan melalui pelaksanaan
berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai
tingkat kemapanan yang diharapkan.

2. Memberikan wewenang secara professional kepada masyarakat dalam
pengambilan  keputusan dalam rangka pembangunan = diri.
Kemandirian masyarakat tidak berarti pemerintah akan membiarkan
masyarakat berkembang tanpa ketetapan arah, tetapi pemerintah
senantiasa responsif dalam mencermati permasalahan yang dihadapi
masyarakat serta memberikan bantuan dan fasilitas agar masyarakat
secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara
mandiri.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.
LPM merupakan mitra yang membantu pemerintah kelurahan dalam aspek
perencanaan, pengendalian pada masyarakat dan menyusun rencana pembangunan
yang partisipatif, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.LPM
merupakan elemen masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama dengan
pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. LPM adalah lembaga atau wadah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk
memampukan dan memandirikan masyarakat dengan berupaya mewujudkan
masyarakat yang partisipatif. Menurut Soekanto (2014: 243-244) menjelaskan

bahwa:

Peranan yang melekat pada diri sesorang harus dibedakan dengan posisi
dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat



(Social potition) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat

individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada

fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu

peranan.

Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk masyarakat merupakan
mitra pemerintah kelurahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005, Lembaga Kemasyarakatan, atau

sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdyakan masyarakat.

¢. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tugas lembaga kemasyarakatan menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 dibentuk dalam upaya untuk membantu tugas-
tugas lurah, yakni Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana yang
dimaksud pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan
pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.

Membantu tugas Lurah yang dimaksudkan dalam pasal di atas dalam
bentuk membantu pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan,
dan pelayanan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang
diatur dalam penjelasan pasal 11 PP Nomor 73 tahun 2005; yang dimaksud
dengan membantu dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan

pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan



masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
kelurahan, dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Dijelaskan dalam Pasal 8 LPMD/LPMK mempuyai tugas yaitu “menyusun
rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong
masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan”. Berikutnya
dijelaskan dalam pasal 9, LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan.

2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.

4. Penyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-
hasil pembangunan secara partisipatif.

5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakrsa, partisipasi serta
swadaya gotong royong masyarakat.

6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya
alam serta keserasian lingkungan hidup.

Adapun Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yaitu sebagai
berikut:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka
harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-
masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-
kebutuhan.

2. Menjaga keutuhan masyarakat.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem
pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap
tingkah laku anggota-anggotanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,

dalam pasal 12 menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi



1). Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 2). Penyusun rencana,
pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan
pengembangan  hasil-hasil ~ pembangunan secara  partisipatif; 3).
Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya
gotong royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui
musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka
panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor
tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami
sebagai kegiatan sosial yang teratur mempuyai tujuan yang jelas dan khusus serta
dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas
proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar
dan terencana yang ada di kelurahan.

Peranan lembaga kemasyarakatan yang paling banyak peranan dalam
membantu tugas lurah adalah lembaga RT, lembaga RW, LMPK, lembaga PKK
kelurahan, lembaga karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan
lainnya, dikarenakan lembaga RT juga di tugaskan dengan tugas-tugas umum
lainnya diberikan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Tujuan  pemberdayaan masyarakat adalah ~ memampukan dan
memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan masyarakat dan

keterbelakangan ataua kesenjangan/ketidakberdayaan. Salah satu tugas Lembaga



Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan
dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM sebagai wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung
dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang
pembangunan maka peran LPM sebagai fasilator adalah memfokuskan pada

pendamping masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan.

3. Pemerintahan Desa
a. Hakikat Permintah Desa

Pemerintahan  Desa menurut HAW Widjaja dalam Ulima Islami
(2012:11),  penyelenggaraan ~ pemerintahan  desa  merupakan  system
penyelenggaran pemerintah, sehingga desa berkewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksaanan tersebut
kepada Bupati.

Kemudian menurut Saparin (dalam Suhana, 2014: 3) menyatakan bahwa
Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa.
Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta
para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan

ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.



Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan
bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017,
Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa. Sedangkan, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan
dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan dalam arti
luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa.

Selanjutnya menurut Widjaja (2012: 19) Desa adalah suatu wilayah yang
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan

adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai



organisasi pemetintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak
menyyelenggarakan rumah tangganya sendiri
Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut
Nurcholis (dalam Suhana, 2014: 6) pemerintah desa mempunyai tugas pokok:
1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,
membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten.

b. Kewenangan Desa

Menurut Ridwan (dalam Hastuti, 2013: 99) kewenangan adalah
merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau
intitusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga
menyangkut kompetisi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-
kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki
pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam
kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya
kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek
menyebut sebagai konsep ini dalam hukum tata negara dan hukum administrasi

negara.



Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan adat istiadat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa Pasal 19, kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.

Kewenangan lokal berskala desa.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan

desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk melaksanakan

penyelenggaraan pembangunan desa berdasarkan hak adat istiadat atau asal-usul

desa tersebut.

4. Pembangunan Partisipatif
a. Hakikat Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat
sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha
yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu
perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang
dapat bergerak maju atu kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur

sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepskan sebagai usaha pemerintah belaka.



Menurut Subandi, (2011: 9-11) mengemukakan:
Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang
diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur
ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan,
baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara
berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan
teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.
Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada
suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah),
realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang
membuat keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang ganda.
Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan
sumber daya. Kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan
dan pendistribusian barang — barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna
yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada
pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari
berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang

sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada

keseluruhan komponen masyarakat.

b. Hakikat Partisipatif
Menurut I Nyoman, (2010: 46) Partisipasi berarti peran serta seseorang
atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk

pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran,



tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan
menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi
Supriadi, (2011: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat
keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk
penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.
Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri,
mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Dapat disimpulkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk
mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan
antara lain perlunya perencanaan dari bawah = (bottom-up) dengan
mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan
masyarakatnya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan
diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja,
dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan
satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering

dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan.

D. Kajian Penelitian Terdahulu
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti terlebih dahulu menggunakan

penelitian terdahulu yang berupa skripsi sesuai dengan judul yang penelitui



ajukan, hal ini

mempertimbangkan penyusunan skripsi.

untuk  mempermudah peneliti

dapat

menyusun dan

Berikut adalah hasil-hasil peneliti terdahulu yang disajikan dalam bentuk

table seperti di bawah ini:

Tabel 2.1

Kajian Penelitaian Terdahulu

No Judul Persamaan Perbedaan Hasil

1. | Yoga 1. Metode 1. Lokasi Hasil penelitian
Pangestu Penelitian penelitian secara deskriptif
(STIA kualitatif. dilakukan di | mengungkapkan
Sebelas April | 2. Variabel Desa. bahwa peranan
Sumedang peranan kepala desa dalam
tahun 2019) pelaksanaan
Peranan pembangunan di
Kepala Desa desa Situraja
Dalam penyerapan dana
Pelaksanaan yang dibutuhkan
Pembanguna cukup besar, sumber
n Di Desa dana sebagai faktor
Situraja yang tidak
Kecamatan terpisahkan dari
Situraja pembangunan yang
Kabupaten seharusnya
Sumedang pembangunan  bisa

mencapai maksimal
menjadi terbatas.

2. | Rika 1. Metode 1. Lokasi Ketidakberdayaan
Mutmainah Penelitian Penelitian. petani timbul akibat
dan Sumardjo kualitatif. petani kurang
(Institut 2.  Variabel mampu
Pertanian Peranan menggunakan
Bandung sarana produksi
tahun 2014) secara  maksimal.
Peranan Ketidakberdayaan
Kepemimpin juga timbul akibat

an Kelompok

kurang mampunya




No Judul Persamaan Perbedaan Hasil
Tani dan petani dalam
Efektivitas memasarkan  hasil
Pemberdayaa produksi pertanian.
n Petani. Melalui  kelompok

tani, pemerintah
berpotensi dapat
melakukan

pemberdayaan dan
proses pembelajaran
untuk memperbaiki

kualitas hidup
mereka. Di dalam
proses
pemberdayaan
kelompok tani

dibutuhkan peranan
yang sangat penting
untuk
mempengaruhi ~ dan
memotivasi  petani
untuk mencapai
tujuan bersama
dalam kelompok
tani. Tujuan
penelitian ini adalah
untuk menganalisis
hubungan antara
kepemimpinan
dengan proses
pemberdayaan
dengan tingkat
keberdayaan, = serta
hubungan faktor
personal dan faktor
lingkiungan dengan
proses
pemberdayaan
petani. Metode yang
digunakan  adalah




No Judul Persamaan Perbedaan Hasil
survei yang
dilengkapi  dengan
pendekatan

kualitatif ~ dengan
wawancara
mendalam terhadap

informan. Hasil
penelitian diolah
dengan
menggunakan Rank
Spearman dan
Chisquare.

Penelitian dilakukan
pada kelompok tani
Bina Sejahtera di
Desa Situ Udik
Kecamatan
Cibungbulang
Kabupaten = Bogor
dan pada kelompok
tani Hurip di Desa
Cikarawang
Kecamatan
Dramaga Kabupaten
Bogor. Hasil
penelitian
menunjukan
hubungan yang
nyata dengan tingkat

keberdayaan.
Sebagai faktor
personal
menunjukan
hubungan nyata

yang positif dengan
tingkat  partisipasi
anatara lain usia dan
tingkat pendidikan,
sedangkan faktor




No Judul Persamaan Perbedaan Hasil
lingkungan tidak
menunjukan
hubungan nyata
dengan proses
pemberdayaan.

3. | Nur Apriyani | 1. Variabel 1.Metode Peranan Publik
(Institut peranan Penelitia Relations (PR)
Pertanian n dalam
Bandung Kuantita mempertahankan
tahun 2015) tif keberlanjutan suatu
Peranan 2. Lokasi wisata  merupakan
Publik penelitia hal = penting selain
Relations n pembentukan citra
dalam positifnya.  Tujuan
Mempertahan penelitian ini adalah
kan untuk menganalisis
Keberlanjuta citra positif Wisata
n Wisata Argo Tambi,
Argo Tambi. pengaruh

karakteristik
pengunjung dan
peranan PR terhadap
pembentukan  citra
wisata agro, dan
menganalisis
hubungan citra
dengan
keberlanjutan
Wisata Agro Tambi.
Penelitian ini
menggunakan
pendekatan
kuantitatif dan
menggunkan
kuesioner,
wawancara
mendalam serta
observasi lapang
sebagai metode




No

Judul

Persamaan

Perbedaan

Hasil

pengumpulan data.
Wisata Agro Tambi

merupakan salah
satu wisata yang
memiliki latar
belakang

perkebunan the dan
telah  berdiri sejak
tahun 2001. Hasil
penelitian

menunjukan
karakteristik
pengunjung dan
peranan PR
mempengaruhi

pembentukan  citra
Wisata Agro Tambi.
Karakteristik

pengunjung  yang
mempenguruhi citra
Wisata Agro Tambi
adalah jenis
kelamin, usia,
tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan,
dan motivasi.
Peranan PR yang
mempengaruhi  cita
Wisata Agro Tambi
adalah peranan
sebagai informator,
fasilator, dan
pelayanan. ~ Selain
itu, penelitian ini
menunjukan adanya

hubungan antara
citra dengan
keberlanjutan

Wisata Agro Tambi.




Sumber : data diolah oleh penliti, 2021

Dari ketiga penelitian terdahulu sebagaimana telah disebutkan di atas
dapat penulis simpulkan bahwa peranan sebuah organisasi, lembaga, program
maupun peran seorang pemimpin ini perlu diteliti. Dari beberapa contoh hasil
penelitian di atas, maka dapat di gambarkan beberapa persamaan dan
perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya
adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok
permasalahan, yaitu variabel Peranan, sedangkan perbedaannya pada pembahasan
peranan itu sendiri serta perbedaan lokasi penelitian.

Maka peranan ini layak untuk diteliti kembali. Karena peran LPM sangat
berpengaruh sekali di dalam organisasi terlebih dalam hal pembangunan di desa.
Lebih lanjut peneliti menggunakan alat ukur yang berbeda juga lebih terbaru.
Karena masih adanya faktor-faktor penghambat yang terjadi di dalam peranan
LPM yang menghambat proses pembangunan di suatu desa. Sehingga tidak

berjalan secara efektif dan efisien.

E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian
1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai alur berfikir peneliti
sebagai kelanjutan dari tinjauan pustaka atau kajian teori untuk memberikan
penjelasan kepada pembaca. Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat,
pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk dengan tepat dan

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan aspirasi terhadap



pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa yang
memiliki potensi agar terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat di Kecamatan
Sumedang Selatan.

Berbicara mengenai kesejahteraan sosial, maka kita akan memperoleh
gambaran yang sangat luas mengenai konsep pemberdayaan. Kesejahteraan sosial
dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek lingkungan, budaya, ekonomi, dan
sosial. Dapat disimpulkan bahawa pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan
pemberdayaan ekonomi secara tidak langsung dan menghasilkan kesejahteraan
sosial bagi Desa maupun masyarakatnya itu sendiri.

Miftah Thoha (2012: 10) Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang
teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu
kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat
mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena
seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan,
yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka
macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi
peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan Sumedang Selatan, ada beberapa faktor yang diuraikan
menurut Sunyoto Usman (2004: 19) pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu
peranan lembaga perberdayaan masyarakat sebagai fasilator, mediator, motivator,
dan dinamisator bagi pembangunan. Untuk mengetahui beberapa faktor yang

menjadi pembahasan sebagai berikut:



1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilator
Pemberdayaan sebagai  proses = mengembangkan, memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan
bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor
kehidupan. Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan
pembangunan dan kemasyarakatan serta memfokuskan pada mendampingi
masyarakat di dalam melakukan rencana-rencana pembangunan.

2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator
LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas
mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah
ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan
rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat.

3. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka
tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator
pemberdayaan masyarakat. motivator ini bisa para tokoh yang ada di
masyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa, atau
kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. Banyak hal yang
harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan
memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan menajak,
memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilator,
sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

4. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM harus
jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di
masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah
masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih
berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing
wilayah ia berdomisisli. Pemeberian layanan publik (kesehatan, pendidikan,
perumahan, transportasi, dan seterusnya) kepada masyarakat tertentu
merupakan tugas.

Alat ukur sebagaimana dikemukakan daiatas diharapkan dapat mengukur
permasalahan yang terjadi dilapangan sesuai dengan fokus permsalahan.
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti menggambarkan model

penelitian sebagai berikut:



Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra
Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Partisipatif di Kecamatan
Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
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2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai
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Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra
Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Partisipatif yang efektif

!




Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Sumber : data diolah oleh penliti, 2021

2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Adapun dimensi yang dikembangkan dari teori peranan pemberdayaan
menurut Sunyoto Usman (2004), kemudian dijadikan acuan sebagai kata kunci
dan indikator penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Fokus . .
Fokus Teori Indikator Item
Permasalahan
a. Pendampingan |
1. Peran LPM sebagai masyarakat
fasilator
b. Rencana pembangunan 2
Peranan
a. Sosialisasi hasil rencana 3
Sunyoto 2. Peran LPM sebagai pembangunan
(2004: 19) mediator b. Rancangan 4
pembangunan terpadu
3. Peran LPM sebagai | a. Persiapan SDM 5
motivator b. Pemahaman situasi dan




Fokus

Fokus Teori Indikator Item
Permasalahan
kondisi
Menjembatani 7
masyarakat
Kemampuan  menjadi g
motivator
Pemantauan ~ program 9
. Peran LPM sebagai pembangunan
dinamisator Pemberian layanan
. 10
publik
Ketidakmampuan
. Peran LPM sebagai mendampingi 11
fasilator masyarakat
Rencana pembangunan 12
Sosialisasi hasil rencana 13
. Peran LPM sebagai pembangunan
mediator Rencana pembangunan
14
Faktor terpadu
Penghambat :
Fy S1athy Persiapan SDM 15
Peranan
Pemahaman situasi dan 16
Sunyoto . Peran LPM sebagai kondisi
(2004: 19) motivator Menjemabatani 17
masyarakat
Kemampuan  menjadi 13
motivator
Pemantauan  program 19
. Peran LPM sebagai pembangunan
dinamisator Pemberian layanan
. 20
publik
. P LPM M dampingi
Upaya-upaya erai. ampu  mendampingi | * 5,
. sebagai masyarakat
Mengatasi |
fasilator
Hambatan Rencana pembangunan 22
Pera TS -
fan Sosialisasi hasil rencana 3
. Peran LPM sebagai pembangunan
Sunyoto mediator Rancangan
(2004: 19) cang 24

pembangunan terpadu




Fokus

Fokus Teori Indikator Item
Permasalahan
Persiapan SDM 25
Pemahaman situasi dan %6
. kondisi
3. Peran LPM sebagai - -
. Mampu Menjembatani
motivator 27
masyarakat
Kemampuan  menjadi )3
motivator
Pemantauan  program 29
4. Peran LPM sebagai pembangunan
dinamisator Pemberian layanan
. 30
publik
Tabel 2.3
Pedoman Observasi
No Pedoman Dokumentasi Hasil Observasi
l. Pendampingan masyarakat

2. Rencana pembangunan

3. Sosialisasi hasil rencana pembangunan
4. Rancangan pembangunan terpadu

5. Persiapan SDM




6. Pemahaman situasi dan kondisi

7. Menjembatani masyarakat

8. Kemampuan menjadi motivator

9. Pemantauan program pembangunan

10. | Pemberian layanan publik

11. | Ketidakmampuan mendampingi
masyarakat

12. | Rencana pembangunan

13. | Sosialisasi hasil rencana pembangunan

14. | Rencana pembangunan terpadu

15. | Persiapan SDM

16. | Pemahaman situasi dan kondisi

17. | Menjemabatani masyarakat

18. | Kemampuan menjadi motivator

19. | Pemantauan program pembangunan

20. | Pemberian layanan publik

21. | Mampu mendampingi masyarakat

22. | Rencana pembangunan

23. | Sosialisasi hasil rencana pembangunan

24. | Rancangan pembangunan terpadu

25. | Persiapan SDM

26.

Pemahaman situasi dan kondisi




27.

Mampu Menjembatani masyarakat

28. | Kemampuan menjadi motivator
29. | Pemantauan program pembangunan

30. | Pemberian layanan publik

Tabel 2.4
Pedoman Dokumentasi

No Pedoman Dokumentasi Hasil Dokumentasi

1. Pendampingan masyarakat

2. Rencana pembangunan

3. Sosialisasi hasil rencana pembangunan




4. Rancangan pembangunan terpadu

S. Persiapan SDM

6. Pemahaman situasi dan kondisi

7. Menjembatani masyarakat

8. Kemampuan menjadi motivator

9. Pemantauan program pembangunan

10. | Pemberian layanan public

11. | Ketidakmampuan mendampingi
masyarakat

12. | Rencana pembangunan

13. | Sosialisasi hasil rencana pembangunan

14. | Rencana pembangunan terpadu

15. | Persiapan SDM

16. | Pemahaman situasi dan kondisi

17. | Menjemabatani masyarakat

18. | Kemampuan menjadi motivator

19. | Pemantauan program pembangunan

20. | Pemberian layanan public

21. | Mampu mendampingi masyarakat

22. | Rencana pembangunan

23. | Sosialisasi hasil rencana pembangunan

24. | Rancangan pembangunan terpadu




25.

Persiapan SDM

26. | Pemahaman situasi dan kondisi

27. | Mampu Menjembatani masyarakat
28. | Kemampuan menjadi motivator

29. | Pemantauan program pembangunan
30. | Pemberian layanan public




BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Desain penelitian berkaitan dengan metode yang digunakan dalam
penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah diartikan
sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu
rasional, empiris, dan sistematis. “Data yang didapatkan dari penelitan merupakan
data yang valid, yaitu memiliki tingkat ketepatan antara keadaan objek yang
sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti”. (Sugiyono, 2015: 1).
Sugiyono (2015: 15), dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah.
metode penelitian kualitatif adalah :
Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel
sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik
pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2015: 4-13) memiliki sejumlah

karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai

berikut :
1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (instrumen)
3. Metode kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dan dasar (grounded theory)
6. Deskriptif
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= X ®

Lebih mementingkan proses dari pada hasil

Adanya “batas” yang ditentukan oleh “fokus”

Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data

0. Desain yang bersifat sementara hasil penelitian dirundingkan dan

disepakati bersama

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan Desain Penelitian

dibawah ini yaitu sebagai berikut :

7

Paradigma

Pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan
untuk meneliti sesuatu yang bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata
serta dapat dibuktikan secara ilmiah dimana peneliti sebagai instrument kunci.

Penelitian

—

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai mitra pemerintahan
desa dalam pembangunan partsipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten

Sumedang.
v

- 12—

Konseptualisasi

Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan
partsipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?

Masalah

—

Untuk mengetahui upaya apa saja untuk menangani hambatan peranan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam
pembangunan partsipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang

v

Peranan
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilator.
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai. Mediator.
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator.
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator

bl

Sunyoto Usaman (2004: 19)

Sasaran Penelitian pegawai kecamatan, Sekcam, Kepala LPM dan Masyarakat

Metode neneumnulan data melalui studi kenustakaan dan studi lananean

Metodologi <{

Analisis observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi

Hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan

Gambar 3.1 Desain Penelitian

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian, 2021




Berdasarkan gambar 3.1 di atas, maka proses penelitian kualitatif

berangkat dari yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi. Terdapat tahapan

analisis data yang di lakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain,

taksonormi dan komponensial, analisis tema kultural. Spradley dalam Sugiyono

(2015: 348) menyatakan bahwa, macam analisis data kualitatif, sebagai berikut:

1.

Analisis Domain (Domain Analysis)

Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek/
penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau
kategori. Di peroleh dengan pertanyaan grand dan minitour. Peneliti
menetepkan domain tertentu sebagai peijakan untuk penelitian
selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin
banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.

Analisis Taksonomi (7axonomic Analysis)

Domain yang terpilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih
rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan
observasi terfokus.

Analisis Komponensial (Componential Analysis)

Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara
mengkontraskan antar elmen. Dilakukan melalui observasi dan
wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan.
Analisis Tema Kultural (Discovering Cultural Theme)

Mencari hubungan diantara domain, dan bagaimana hubungan dengan
keseluruhan, dan selanjutnya di nyatakan dalam tema/judul penelitian.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, proses pengumpulan data dengan

wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dari hasil wawancara,

apabila jawaban terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan

sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga peneliti memperoleh

data yang lengkap. Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang

diperoleh ialah dengan menggunakan model analisis jalinan.



B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian
1. Penentuan Sasaran Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu
berhadapan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa manusia, benda maupun
aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk
keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi oleh
Spradley dalam Sugiyono (2015: 297) menyatakan bahwa, Dalam penelitian
kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun oleh Spradley dinamakan
social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat
(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.
Sehingga populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai Kecamatan
Sumedang Selatan, Desa Cepat Berkembang, Berkembang, dan Kurang
Berkembang di Kecamatan Sumedang Selatan serta masyarakat dari desa yang
diteliti. Disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Sasaran Penelitian

No Sasaran Penelitian Jumlah
1. | Camat Sumedang Selatan 1 orang
2. | Sekretaris Camat Sumedang Selatan 1 orang
3. | Kepala Desa 3 orang
4. | Ketua LPM 3 orang
5. | Masyarakat 3 orang

Jumlah 11 orang

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2021



2.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015: 298) mengemukakan bahwa :

“Informan

penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai

pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Sugiyono (2015: 300) menyatakan bahwa, Teknik sampling yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya yang dijadikan sumber

data dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya peranan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintahan desa

dalam pembangunan partsipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten

Sumedang, maka yang dijadikan informan peneliti adalah :

Tabel 3.2
Informan Penelitian
No Informan Jumlah
1 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat 10
" | Kecamatan Sumedang Selatan rang
2. | Kepala Desa (Desa Citengah, Desa Baginda, Desa Sukajaya) | 3 Orang
3. | Kepala LPM (Desa Citengah, Desa Baginda, Desa Sukajaya) | 3 Orang
4. | Masyarakat (Desa Citengah, Desa Baginda, Desa Sukajaya) 3 Orang
Jumlah 10 Orang

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2021

Adapun untuk melengkapi data informan, peneliti deskripsikan juga data

jabatan dan jenjang pendidikan informan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Data Informan LPM Berdasarakan Jabatan dan Jenjang Pendidikan

Jenjang
No Informan Jabatan Pendidikan
1 Seksi  Pembangunan  dan | Bagian Pembangunan 3.1

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan




Kecamatan Sumedang Selatan Masyarakat
2. | Kepala Desa Citengah Kepala Desa S-1
3. | Kepala Desa Sukajaya Kepala Desa S-1
4. | Kepala Desa Baginda Kepala Desa S-1
5. | Ketua LPM Desa Citengah Ketua LPM DIIT
6. | Ketua LPM Desa Sukajaya Ketua LPM SMA
7. | Ketua LPM Desa Baginda Ketua LPM SMA
8. | Masyarakat Desa Citengah RW 03 SMA
9. | Masyarakat Desa Sukajaya RW 03 SMK
10. | Masyarakat Desa Baginda RW 05 SMA

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan tabel data informan berdasarkan jabatan dan pendidikan
bahwa sebagian besar informan penelitian berpendidikan SMA/SMK yaitu
sebanyak 5 (lima) orang, tingkat Diploma (D-III) yaitu sebanyak 1 (satu) orang
dan tingkat pendidikan S1 sebanyak 4 (empat) orang. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa, secara umum informan dalam penelitian tentang peranan
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintahan desa
dalam pembangunan partsipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten
Sumedang sudah dapat dikatakan layak, tepat dan terwakili menjadi informan

dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2016: 224-241) menyatakan bahwa, teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian ini adalah mendapakan data, sebagai berikut:
1. Teknik pengumpulan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Studi
kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-

buku ilmiah, laporan-laporan, arsip serta dokumen tertulis, yang berkaitan



dengan masalah yang akan diteliti sehingga data yang diperoleh dapat

dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data primer, melalui studi lapangan. Studi lapangan

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan

langsung pada objek yang diteliti, yaitu dengan cara sebagai berikut :

a.

Observasi langsung

Observasi merupakan suatu proses yang komples, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Yaitu peneliti
mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di
tempat yag menjadi penelitan dan diharapkan agar mendapatkan
gambaran tentang peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan partsipatif di
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meminta
penjelasan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan,
mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara tentang
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Sumedang
Selatan Kabupaten Sumedang.

Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan perstiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang.

Dokumen-dokumen yang terdapat pada Lembaga Pemberdayaan



Masyarakat (LPM) di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten

Sumedang.

D. Prosedur Pengolahan Data

Data deskriptif yang ada cukup banyak dan pengumpulan data tidak

berjalan dengan pertanyaan yang tetap, melainkan selalu berkembang berdasarkan

data yang sudah diperoleh dan lalu mengarah pada pendalaman dan perlengkapan

data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 338-345) menyatakan bahwa,

terdapat tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan

kesimpulan.

1.

Data Reduction (Reduksi Data)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data
yang ada dalam field notes. Merupakan catatan wawancara dan observasi
pada penelitian dan kualitatif, termasuk di dalamnya apa yang dibuat oleh
orang lain yang ditemukan penelitian. Reduksi data bisa dibantu dengan alat
elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu. Dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang
penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan
angka. Data yang tidak penting dibuang.

Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data.
Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Miles



3.

dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 341) menyatakan The most frequent
form of display data for qualitative research data in the pas has been
narative text artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam
bentuk naratif, display data juga dapat berupa grafik, matriks, network
(jejaring kerja).
Conclusions Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Data Collection
%

Data Display

A
A 4

Data Reduction

Conclusion Drawing/ Verification

Gambar 3.2 Komponen dalam Analisis Data (interactive model)

Sumber Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 338-345)

Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

yang telah ada. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang



memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau pembandingan. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber
daya yang sama peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara
mendalam dan dokumentasi untuk sumber daya yang sama secara serempak.
Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang
berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan dibawah

ini;

Observasi partisipatif

Wawancara mendalam Sumber data sama

Dokumentasi
—Gammwar 3.5 rrrangulasi “Teknik” Pengumpulan Data

(bermacam-macam cara pada sumber yang sama)

Wawancara mendalam

Gambar 3.4 Triangulasi “Sumber Pengumpulan Data”

(suatu teknik pengumpulan data pada sumber data A,B,C)

Lokasi dan Jadwal Penelitian



Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Adapun waktu pelaksanaan

penelitian yaitu dilaksanakan pada tanggal 24 Januari sampai dengan 24 Juli 2021.



Tabel 3.4

Jadwal

Penelitian

Kegiatan

Des

Januari

Febuari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Ags

1\2\3\4

1\2\3\4

1\2\3\4

1\2\3\4

1\2\3\4

1\2\3\4

1\2\3\4

1\2\3\4

Tahap
Pesiapan

Study
Kepustakaan

Observasi
Awal

Pengajuan
Judul

Pembuatan
Proposal

Seminar
Proposal

Tahap
Penyusunan

Wawancara

Pengolahan
Data
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77



Analisis
Data

Sidang

Publikasi




BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan

Masayarakat (LPM) sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan

partisipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

L.

Peran LPM dalam pembangunan partisipatif berdasarkan hasil lapangan pada
Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Citengah, Desa Sukajaya, Desa Baginda
bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai kepanjangan
tangan pemerintah kepada masyarakat terhadap pembangunan masyarakat
masih terbatas jangkauannya, dan hanya menyangkut aspek perbaikan fisik
lingkungan. Dengan peran seperti itu menjadikan LPM kurang berkembang
dan kurang mendapatkan respon dari masyarakat, hal tersebut dibuktikan pada
kegiatan kurangnya sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat baik dari
LPM maupun pihak pemerintah, karena pada dasarnya eksistensi LPM sebagai
kelembagaan masyarakat warga harus berperan menggerakan perubahan
masyarakat, harus membangun sikap dan perilaku masyarakat yang saling
percaya dan gotong royong, karena kepercayaan merupakan salah satu usur
yang penting dalam membangun kebersamaan. Serta kurangnya pemantauan
terkait pembangunan dari pemerintah Kecamatan dan Desa.

Faktor penghambat peranan LPM dalam pembangunan partisipatif yaitu masih
rendahnya kemampuan LPM dalam mendampingi masyarakat, rencana

pembangunan tidak sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat sehingga
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tidak jarang mengalami miskomunikasi dengan pihak yang terlibat dan
rendahnya kemampuan LPM dalam menjembatani masyarakat. Masih ada
masyarakat yang belum meraskan kualitas kinerja dari anggota LPM, serta
perbedaan karakter anggota LPM karena dengan latar belakang pendidikan
yang berbeda-beda, maka pola pikirnya pun berbeda sehingga mempengaruhi
pemahaman mereka atas solusi yang diberikan oleh perangkat desa.

. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan peranan LPM dalam
pembangunan partisipatif yaitu menumbuhkan semangat kerja anggota LPM dengan cara membe
anggota LPM dalam mendampingi masyarakat pun berjalan dengan optimal.
Selanjutnya menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar anggota LPM dan
masyarakat dengan menjalin komunikasi dengan diskusi-diskusi secara
berkala, saling memberikan informasi dan bertukar pendapat serta
komunikasikan maksud dan tujuan secara jelas, dan memberikan peluang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberi masukan dan bertukar
pikiran (transparansi informasi). Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam
berbagai kegiatan, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat
untuk  berpartisipasi dalam perencanan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan, dan usulan dari masyarakat sebaiknya direalisasikan dan
dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan. Serta adanya transparansi
dan akuntabilitas pengurus LPM terhadap kegiatan yang dilaksanakan di desa,
meningkatkan koordinasi dengan masyarakat di dalam melaksanakan
kegiatannya. Sehingga akan tumbuh kepercayaan dan kerjasama dengan

masyarakat. Dengan memberikan pemahaman dan pembinaan untuk



B.

peningkatan kapasitas pengurus LPM berupa pelatihan-pelatihan, mengadakan
pertemuan rutin atau rapat bersama pihak-pihak yang terkait, menjalin

kerjasama dengan pihak luar untuk menambah wawasan anggota LPM.

Saran

Pada akhir penulisan peneliti menuliskan beberapa saran sehubungan dengan

penelitian yang telah  dilaksanakan, yang sekiranya dianggap perlu

dipertimbangkan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan.

Berikut ini beberapa saran:

1.

Diharapkan kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan untuk
memberikan perhatian dengan mensosialisasikan, mengajak kepada
masyarakat sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak
berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman lebih tentang
tahapan dan alur LPM, diharapkan kepada LPM agar lebih memotivasi
masyarakat agar kemandirian dari masyarakat dapat terwujud.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus lebih aktif untuk
memberdayakan masyarakat di dalam berbagai sektor sehingga dapat
menunjang kegiatan pembangunan.

Perlu peningkatan komunikasi yang baik dari pihak yang terlibat, serta
melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang di programkan oleh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sehingga tujuan dalam

pembangunan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.



4. Menjalin koordinasi dengan masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam
pembangunan, membangun kerjasama dan kepercayaan antar anggota LPM
dengan masyarakat sehingga mengerakan kesadaran masyarakat dan
menjadikan masyarakat yang aktif dan mandiri untuk memajukan

pembangunan desa dan Kecamatan Sumedang Selatan.
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